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1. Apakah perbedaan antara mediasi dalam Perma Nomor 2 Tahun 2003 dengan 

Perma Nomor 1 Tahun 2008? 

2. Perkara apa saja yang dimediasi? 

3. Berkaitan dengan perkara Nomor 98/Pdt.G/2009/PA.Sby., bagaimanakah 

tanggapan para pihak? 

4. Pendekatan apa yang digunakan untuk mengajak para pihak agar bersedia untuk 

melakukan negosiasi? 

5. Mengapa perkara Nomor 98/Pdt.G/2009/PA.Sby. dimediasi? 

6. Berapakah biaya untuk mediasi di Pengadilan Agama Surabaya? 

7. Mengapa hasil mediasi perkara Nomor 98/Pdt.G/2009/PA.Sby tidak mencapai 

kesepakatan? 

8. Bagaimanakah penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama 

Surabaya? 

9. Faktor apa yang mempengaruhi terhadap afektivitas mediasi di Pengadilan 

Agama Surabaya? 

10. Apakah hakim di Pengadilan Agama Surabaya sudah bersertifikat sebagai 

mediator? 

11. Apakah peran Hakim Mediator di Pengadilan Agama Surabaya sudah optimal? 

12. Apakah ada kualifikasi khusus untuk menjadi mediator di Pengadilan Agama 

Surabaya? 

 


